
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR    7     TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

DAERAH TINGKAT II JEPARA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG 
RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN 

AKTA CATATAN SIPIL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JEPARA, 
 

 

Menimbang :  a. bahwa sebagai pelaksanaan  ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta 
adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu 
meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, untuk 
disesuaikan ; 

 
b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 
tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 
4048); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4235); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 

Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor  7); 

 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Kelauarga dan akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor  18); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
dan 

BUPATI JEPARA 
 
 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
JEPARA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG BIAYA CETAK 
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 
Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu 
Keluarga dan Akta Catatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara 
Tahun 1999 Nomor  18 ), diubah sebagai berikut : 
 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ; 
3. Bupati adalah Bupati Jepara ; 

 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atas 
retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang undangan yang berlaku ; 

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun ; 
6. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai 

peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, 
kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama 
yang ditertibkan dan disimpan oleh Instansi yang berwenang ; 

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk  tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta diminati oleh orang pribadi atau Badan ; 

8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang 
selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas jasa pelayanan atau 
pemberian Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil; 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang 
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu ; 

10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Survey 
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan  perhitungan dan pembayaran 
Retribusi terutang menurut peraturan peraturan perundang undangan yang berlaku ; 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ; 

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah  Surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau 
denda ; 
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi : 
 
 

Pasal 9 
 

Struktur dan besarnya tarif  Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut : 
1. Penggantian Biaya Cetak untuk : 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ; 
b. Kartu Keluarga (KK)   sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; 

 
2. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil 

a. Akta Kelahiran. 
1) Warga Negara Indonesia (WNI) 

a) dibawah usia 18 tahun dan belum menikah tanpa biaya. 
b) Usia diatas 18 tahun dan atau sudah menikah sebesar Rp.15.000,-  ( lima 

belas ribu rupiah ) ; 
 
2) Warga Negara Asing (WNA). 

a) Pencatatan Kelahiran sampai dengan 10 hari sejak tanggal kelahirannya 
dikenai biaya ganti cetak akta kelahiran Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 

 

b) Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dekenai biaya 
ganti cetak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 

 
b. Akta Perkawinan. 

1) Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp.100.000,- (seratus 
ribu rupiah); 

2) Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.200.000,-     (dua ratus 
ribu rupiah); 

 
c. Akta Perceraian. 

1) Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp.150.000,- 
(seratus lima puluh ribu rupiah) ; 

2) Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.300.000,- (tiga 
ratus ribu rupiah); 

 
d. Akta Kematian . 

1) Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu 
rupiah) ; 

2) Akta Kematian bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.10.000,-   (sepuluh 
ribu rupiah) ; 

 
e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. 
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1) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; 

2) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Asing (WNA) sebesar 
Rp.200.000,-    (dua ratus ribu rupiah). 

 
f. Akta Ganti Nama. 

1) Akta Ganti Nama Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh 
lima ribu rupiah) ; 

2) Akta Ganti Nama Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.50.000,-       (lima 
puluh ribu rupiah); 

 
g. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi). 

1) Akta Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI)  sebesar Rp.100.000,- 
(seratus ribu rupiah); 

2) Akta Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.200.000,-  
(dua ratus ribu rupiah). 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 

            Ditetapkan di Jepara 
            pada tanggal  1   Juni  2006 

BUPATI JEPARA, 
 

HENDRO MARTOJO 
 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 1 Juni  2006 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 
 
 
M. EFFENDI 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR  7 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

PENDAHULUAN 
 
Sesuai Kepres Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran penduduk Yo Penmendagri Nomor 
8 tahun 1977 tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, bahwa : 
a. Dipandang perlu untuk mencatat setiap KK dan anggotanya didalam suatu kartu Keluarga, 

yang memuat Keterangan keterangan seperti pendidikan, pekerjaan, agama, status 
kependudukan dan lain lain. 

b. Setiap penduduk yang telah  berusia 17 tahun keatas atau yang sudah kawin, atau yang 
pernah kawin, wajib memiliki KTP ( Kartu Tanda Penduduk ). 

Berdasar ketentuan tersebut diatas antara KK dan KTP merupakan dokumen kependudukan 
yang sangat erat kaitannya antara satu dengan lainnya. 
Disamping itu KK merupakan, satu pokok  sumber data kependudukan yang memuat data 
antara lain : 
1. Jumlah jiwa 
2. Jenis Kelamin 
3. Tanggal/bulan/Tahun kelahiran 
4. Tempat lahir 
5. Status perkawinan 
6. Agama 
7. Kewarganegaraan 
8. Pendidikan 
9. Pekerjaan 
10. Kepindahan dari. 

 

Untuk lebih jelasnya antara KK dan KTP akan kami bahas satu persatu : 
Pengertian pengertian : 
1. Yang dimaksud Kartu Keluarga ( KK ) adalah kartu yang memuat daftar nama anggota 

keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga. 
Kartu Keluarga dibuat rangkat 4 ( empat ) 
- Lembar I    untuk Kepala Keluarga yang bersangkutan 
- Lembar II   untuk RT 
- Lembar III  untuk Kades/Kelurahan 
- Lembar IV  untuk Kecamatan 
2. Yang dimaksud dengan keluarga adalah sekel;ompok orang yang mendiami sebagian atau 

seluruh tempat tinggal/rumah yang biasanya tinggal bersama dan mohon dari satu dapur 
atau seluruhnya dan mengurus keperluan hidupnya sendiri yang dimaksud keluarga disini 
tidak  terbatas pada orang orang yang punya hubungan darah saja. 

Dengan demikian istilah keluarga adakalanya disebut suatu Rumah Tangga. 
Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga sedangkan kegiatan pelayanan Kartu 

Keluarga tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan pendaftaran penduduk lainnya karena 
merupakan suatu kerangka system.. 

3. Tujuan dan manfaat : 
a. Tujuan. 
- Setiap penduduk suatu daerah agar terdaftar dan tercatan dengan baik, lengkap dan 

benar datanya dalam kartu keluarga. 
- Kartu keluarga merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam membuat kartu tanda 

Penduduk ( KTP ) seseorang. 
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- Untuk memperoleh data penduduk yang lengkap akurat dan mutahir sebagai sumber 
data dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, Pemerintahn dan 
kemaysrakatan. 

 
b. Manfaat. 
- Diketahuinya jumlah penduduk yang berdiam pada suatu daerah. 
- Diketahuinya status kependudukan seseorang WNA atau WNI. 
-  Dapat diketahui data dan keterangan seseorang baik mata pencaharian, status 

kependudukan,pekerjaan,pendidiklan dan keterangan keterangan lainnya. 
-  Secara tidak langsung merupakan sumber pendapatan Retribusi/Penerimaan Asli Daerah 

yang menunjang program Pajak Bumi dan bangunan. 
-  Seseorang diakui sah terdaftar sebagai penduduk suatu daerah tertentu. 
 
Permasalahan. 
- Tingkat kesadaran penduduk untuk memiliki Kartu Keluarga masih kurang. 
- Data penduduk pada kartu keluarga kurang akurat 
- Sarana penunjang kurang mendukung dana kurang memadai maupun kesiapan aparat 

pelaksana 
- Apabila kurang waspada, cenderung adanya penyelundupan hokum lewat sarana kartu 

keluarga, misalnya dengan pendomplengan data 
 
4. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). 
 

 

Sejak dikeluarkannya Kepres Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, Depdagri 
telah mengeluarkan berbagai pedoman dan petunjuk tentang Pendaftaran Penduduk  secata 
nasional termasuk didalamnya masalah pengelolaan dan pelayanan kartu tanda penduduk. 
Sesuai Permendagri nomor 8 tahun 1977 pasal 1 ( e ) dinyatakan bahwa KTP adalah sebagai 
bukti diri dari setiap penduduk dalam wilayah RI. 
 
Fungsi dan Peranan KTP. 
a. Sebagai alat memantau mobilitas penduduk. 
 Sejalan dengan perubahan status pemegangnya ( perubahan status kewarganegaraan, 

status perkawainan dan pekerjaan ) maupun sebagaiu perubahan temapat tinggal atau 
alamat. 

b. Sebagai tolok ukur/barometer pelayanan Pemerintah. 
 Dimana sasaran pelayanan KTP adalah meliputi seluruh lapisan masyarakat dengan 

berbagai status social, ekonomi, dan tingkat pendidikan. 
c. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian kependudukan. 
 Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pencantuman tanda pengamanan dalam 

KTP, maka KTP dapat digunakan sebagai alat pengawasan misalnya apabila terjadi 
pemalsuan  terhadap blangko KTP. 

d. Sebagai sarana dalam penerimaan pendapatan asli daerah. 
 Walaupun pada hakekatnya pelayanan KTP ditujukan untuk tertib pendaftaran penduduk 

dan bukan semata mata untuk tujuan pengumpulan Retribusi, namun apabila keduanya 
mempunyai  hubungan timbal balik dan saling terkait sehingga apabila tata cara 
pendaftaran tidak dilakukan secara tertib maka pelayanan juga mengalami hambatan. 
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Agar pengelolaan dan pelayanan KTP mempunyai daya guna dan hasil guna yang sebesar 
besarnya bagi pendaftaran penduduk,  maka dalam pelayanan KTP perlu dipertimbangkan : 
- Selektiftitas dalam pemberian KTP. 
- Akurasi data dalam pencatatan. 
- Sederhana dalam mekanisme dan prosedur pengajuan. 
- Murah dan mudah dalam pelayanan. 
- Tertib dalam pengelolaan administrasinya. 
 
Apabila pelayanan KTP  berjalan dengan baik, tingkat kesadaran penduduk meningkat maka 
pada akhirnya pelayanan KTP dapat menambah sumber pendapatan asli daerah secara tidak 
langsung. 
Sesuai Perda kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak KTP dan Akta catatan Sipil disebutkan bahwa harga Retribusi KTP sebesar Rp.3.500,-  
masa berlaku KTP 5 Tahun 
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